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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 669/Pdt.P/2021/PA GM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Giri  Menang yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam

perkara itsbat nikah antara:

Pawahil bin Merike tempat dan tanggal lahir Pelangan, 31 Desember 1978,

agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  pendidikan  Sekolah

Dasar, tempat tinggal di Dusun Pelangan Barat Satu, Desa

Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,

sebagai: “Pemohon I”

Munawati binti Muhamad, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 4 Agustus

1979,  agama  Islam,  pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,

pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  tinggal  di  Dusun

Pelangan Barat Satu, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong,

Kabupaten Lombok Barat, sebagai: “Pemohon II”

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Para  Pemohon  dan  para  saksi  di  muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dalam  surat  permohonannya

tanggal   23 Maret  2021 telah mengajukan permohonan itsbat  nikah yang

telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Giri  Menang  dengan

Nomor  669/Pdt.P/2021/PA GM,  tanggal  23  Maret  2021,  dengan  dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2001, Pemohon I dan Pemohon II

melangsungkan  pernikahan  menurut  ketentuan  syariat  Islam di  Dusun
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Pelangan Barat Satu, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten

Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka,

dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali

nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad  dan dihadiri saksi

nikah masing-masing bernama H. Nasihun dan H. Abd Hanan dengan

mas  kawin  berupa  uang  sebesar  Rp100.000.00  (seratus  ribu  rupiah),

dibayar tunai; 

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,

pertalian  kerabat  semenda  dan  pertalian  sesusuan  serta  tidak  ada

larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  menurut  ketentuan hukum

Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan  dikaruniai 3

(tiga) orang anak yang bernama;

a. Gian Arman Parmadi, Laki-laki, lahir tanggal 13 April 2002;

b. Hilna Wahyuni, Perempuan, lahir tanggal 8 Juli 2004;

c. Darul Haikal, Perempuan, lahir tanggal 10 Desember 2010;

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama

itu  pula  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai  dan  tetap

beragama Islam;

6. Bahwa walaupun  pernikahan  Pemohon I  dan  Pemohon II  tersebut

telah dilaksanakan sedemikian rupa secara  syari'at  Islam namun tidak

tercatat  di  PPN/KUA setempat,  sehingga  Pemohon I  dan  Pemohon II

tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan

Pemohon  II  mengajukan  permohonan  Itsbat  Nikah,  agar  pernikahan

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dapat  diitsbatkan,  dan  memperoleh

pengakuan hukum;

7. Bahwa  oleh  karena  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mampu

membayar  biaya  perkara  sesuai  surat  bukti  berupa  Surat  Keterangan
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Tidak Mampu Nomor: 01/1472.22/PL/XII/2020/Kes. yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Pelangan, tertanggal 25 Januari 2021 maka mohon untuk

diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon I  dan

Pemohon  II   mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Giri  Menang  Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara  Pemohon I  (Pawahil  bin  Merike)

dengan Pemohon II (Munawati binti Muhamad) yang dilaksanakan pada

tanggal 19 Februari 2001 di Dusun Palang Barat Satu, Desa Pelangan,

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai

ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan,  para

Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  para  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon  I, oleh

Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon  II, oleh

Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. M. Abdi Bin H. Nasihun,  di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
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- Bahwa  para  Pemohon  adalah  suami  istri,  hidup  rukun  dan  tidak

pernah bercerai; 

- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan para pemohon;

- Bahwa  para  Pemohon  menikah  pada  tanggal  19  Februari  2001  di

Dusun  Palang  Barat  Satu,  Desa  Pelangan,  Kecamatan  Sekotong,

Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi  wali  nikah adalah  ayah  kandung Pemohon II

yang bernama Muhamad; 

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Nasihun dan H.

Abd. Hanan;

- Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  I  memberi  mahar

kepada  Pemohon   II  berupa  uang  tunai  sejumlah  Rp.  100.000,00

(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara  para Pemohon  tidak ada hubungan nasab, semenda,

atau sesusuan;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan  para

Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa  para  Pemohon  mengajukan permohonan itsbat  nikah untuk

memperoleh  buku  akta  nikah  demi  kepastian  hukum  tentang

pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

2. Sukur Ibrahim Bin Ibrahim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut: 

- Bahwa  para  Pemohon  adalah  suami  istri,  hidup  rukun  dan  tidak

pernah bercerai; 

- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan para pemohon;

- Bahwa  para  Pemohon  menikah  pada  tanggal  19  Februari  2001  di

Dusun  Palang  Barat  Satu,  Desa  Pelangan,  Kecamatan  Sekotong,

Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi  wali  nikah adalah  ayah  kandung Pemohon II

yang bernama Muhamad; 
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- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Nasihun dan H.

Abd. Hanan;

- Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  I  memberi  mahar

kepada  Pemohon   II  berupa  uang  tunai  sejumlah  Rp.  100.000,00

(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara  para Pemohon  tidak ada hubungan nasab, semenda,

atau sesusuan;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan  para

Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa  para  Pemohon  mengajukan permohonan itsbat  nikah untuk

memperoleh  buku  akta  nikah  demi  kepastian  hukum  tentang

pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon  I dan Pemohon  II telah menyampaikan kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon

penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  segala  yang

dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  para  Pemohon  pada

pokoknya  memohon  agar  pernikahannya  diitsbatkan  melalui  penetapan

Pengadilan  Agama  Giri  Menang  demi  kepastian  hukum  atas  status

pernikahan  para  Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan

terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

para Pemohon  telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan  2 (dua) orang

saksi;
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Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  dan  P.2  merupakan  akta  autentik,

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai  indentitas  para Pemohon  sebagai  warga negara Indonesia dan

berdomisili  di  Kabupaten  Lombok  Barat  sehingga  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti  tersebut

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para  Pemohon, sudah

dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formil

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  kedua  para

Pemohon  tentang  pernikahan   para  Pemohon  adalah  fakta  yang  dilihat

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan oleh  para  Pemohon,  oleh karena itu keterangan saksi tersebut

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi  kedua para

Pemohon  tentang  tidak  adanya  orang  yang  keberatan  atas  pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para

saksi  karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan  satu

orang anak serta tidak pernah bercerai,   oleh karena itu keterangan saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam

Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pengesahan  nikah  yang  diajukan

oleh  para  Pemohon di  Pengadilan  Agama Giri  Menang telah  diumumkan

oleh  Jurusita  Pengganti  sesuai  maksud  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata tidak ada yang keberatan atas pernikahan

para Pemohon, dengan demikian pernikahan para Pemohon beralasan dan

berdasar hukum ;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,

terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon  adalah suami istri; 

- Bahwa  para  Pemohon  menikah  pada  tanggal  19  Februari  2001  di

Dusun  Palang  Barat  Satu,  Desa  Pelangan,  Kecamatan  Sekotong,

Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi  wali  nikah adalah  ayah  kandung Pemohon II

yang bernama Muhamad; 

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Nasihun dan H.

Abd. Hanan;

- Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  I  memberi  mahar

kepada  Pemohon   II  berupa  uang  tunai  sejumlah  Rp.  100.000,00

(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara  para Pemohon  tidak ada hubungan nasab, semenda,

atau sesusuan;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan  para

Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa  para  Pemohon  mengajukan permohonan itsbat  nikah untuk

memperoleh  buku  akta  nikah  demi  kepastian  hukum  tentang

pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum

bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku

nikah sebagai bukti pernikahannnya;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis  Nabi saw yang berbunyi:

عدل     وشاهدي بولي إل لنكاح
Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi 

yang adil”.
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2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil  alih sebagai  pendapat  Hakim

sebagai berikut;

- Dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 236: 

الدعوى     وقف على لهابينة فإذاشهدت

الزوجية  ثبتت
Artinya: ”Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi

seorang perempuan yang sesuai  dengan gugatan, tetaplah

hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

دليل            له يقم لم مادام بالزوجية شهد فلن زوجة فلنة عرف من

إنتهائها  على

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai

isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

hubungan  suami  isteri  selama  tidak  ada  bukti  tentang

putusnya perkawinan”

Menimbang,  bahwa  permohonan  pengesahan  nikah  diajukan  para

Pemohon untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada

pegawai  pencatat  nikah  setempat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7

Kompilasi  Hukum Islam sebagai  alasan  yang  dibolehkan  menurut  hukum

untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang,  bahwa  mengenai  peristiwa  perkawinan  para  Pemohon,

fakta-fakta  tersebut  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Rukun  dan  syarat  perkawinan  itu  sendiri  telah  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi  Hukum Islam, juga   perkawinan  para

Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana

diatur  dalam ketentuan Pasal  8  s/d.  11  Undang-Undang Nomor  1  Tahun

1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman8 dari 10halaman, Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA GM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, permohonan para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik

ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena

itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan

para Pemohon ;

Menimbang,  bahwa  berdasar  pada  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  maka  biaya perkara  dibebankan

kepada para Pemohon;

Memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan antara  Pemohon I (Pawahli bin Marike)

dengan Pemohon II  (Munawati binti Muhamad) yang  dilangsungkan

pada tanggal 19 Februari  2001 di  Dusun Pelangan Barat  Satu,  Desa

Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama

Giri Menang Tahun 2021 sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua

puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari  Senin  tanggal  12 April  2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal  29 Syakban  1442 Hijriah,  oleh  Kami,  Marwan,

S.Ag.,M.Ag sebagai  Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari,  S.H.I.  dan Masning

Fatimatul  Azdiyah,  S.H.I  sebagai  hakim  anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Hakim tersebut dan dibantu  oleh  Rugaya,  S.H. sebagai Panitera  Pengganti

serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.
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Ulfa Nurwindasari, S.H.I. Marwan, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd. Panitera Pengganti,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I Ttd.

Rugaya, S.H.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran : Rp     -
2. Biaya proses : Rp     50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp   360.000,00
4. Biaya PNBP panggilan : Rp     -
5. Biaya redaksi : Rp     -
6  . Meterai                                     : Rp       10  .000,00  

Jumlah         : Rp.  420.000,00 (empat ratus dua puluh
  ribu rupiah )
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